BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Fungsi Wali Nagari Dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam
Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 Di
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera
Barat belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak ada
peraturan nagari yang terkait dengan masyarakat secara langsung, peraturan
nagari yang ada hanya peraturan yang berkaitan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan
Rakyat Nagari (BPRN) dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan
nagari di nagari Lubuak Jantan adalah kurangnya koordinasi antara para
pihak-pihak yang terkait, adanya perbedaan pandangan dan kultur
masyarakat, dan kurangnya partisipasi Perangkat Nagari, kualitas sumber
daya aparatur pemerintah nagari.

Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari Dan Badan Permusyawaratan
Rakyat Nagari (BPRN) dalam menetapkan peraturan nagari melakukan
dengan meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan perangkat nagari,
mensosialisasikan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi perangkat

nagari dalam penyusunan peraturan nagari, memberikan pembinaan kepada
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perangkat nagari, memberikan teguran kepada perangkat nagari yang
melanggar disiplin dalam penyelenggaraan tugas pemerintah nagari,
B. Saran

1. Agar Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)
dapat mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan nagari kepada pihak-
pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan peraturan nagari.

2. Agar Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) beserta
perangkat nagari lainnya yang terkait dalam pembuatan peraturan nagari
diharapkan dapat menerima aspirasi perangkat nagari dalam pembuatan
peraturan nagari.

3. Agar Wali Nagari diharapkan menyediakan pusat pelayanan informasi

untuk masyarakat dikantor Wali Nagari Lubuak Jantan.
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